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Abstract: The village head election held by the government is undeniable that there is a gift in the 

form of property or in the form of promises given to certain communities through campaign teams, 

that's how the candidates have done to be able to attract the sympathy of voters. However, in Islam 

it has been taught to gain power by not cheating in buying votes let alone manipulating them, 

therefore in carrying out the mandate and exercising power it is also necessary to maintain 

property. It is permissible to take gifts as long as gifts are given because of Allah SWT. Giving 

gifts is pure without reward. Open n for k other purposes n. However, if the gift giving has a specific 

purpose, then that is not permissible. According to the Perspective of Islamic Law, the act of giving 

gifts is the same as giving bribes or risywah. As for this act of bribery, the prohibition has been 

lowered since the beginning of the prophethood of Muhammad Saw. The regulation regarding the 

prohibition to commit acts of bribery itself was sent down by Allah SWT. 
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Abstrak: Pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah tidak dipungkiri adanya 

pemberian berupa harta ataupun berupa janji yang diberikan pada masyarakat tertentu melalui para 

tim sukses, begitulah cara yang telah dilakukan oleh para calon untuk bisa menarik simpati para 

pemilih. Namun, dalam Islam sudah mengajarkan untuk memperoleh kekuasaan dengan tidak 

curang dalam membeli suara apalagi memanipulasinya maka dari itu dalam menjalankan amanah 

dan melaksanakan kekuasaan diperlukan juga memelihara harta. Di bolehka n mengambi l 

pemberia n selama pemberia n yang diberika n karena Alla h SWT. Pemberia n hadia h murni tanpa 

imbala n. Buka n untu k maksud yang lai n.  Namu n, jika dala m pemberia n hadia h tersebut 

memiliki tujua n tertentu maka ha l tersebut tida k diperbolehka n. Menurut Perspektif Huku m Isla m 

tindaka n pemberia n hadia h sama denga n sua p menyua p atau risywa h. Sedangka n mengenai 

perbuata n sua p menyua p ini, larangannya tela h diturunka n seja k awa l kenabia n Muhammad Saw. 

Pengatura n mengenai laranga n untu k melakuka n perbuata n sua p menyua p itu sendiri diturunka n 

Alla h Swt. 

 

Kata Kunci : Pemberian hadiah, Risywah 
 

A. Pendahuluan 

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan 

pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. 
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Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon 

kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, 

pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa 

setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah 

SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan 

oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, 

pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.1 

Hadiah sering juga disebut dengan hibah. Hadiah yaitu pemberian (kenang-kenangan, 

penghargaan, penghormatan). Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-

macam hibah. Menurut ensiklopedia hukum Islam hadiah di kategorikan dalam bentuk hibah. 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, hadia h merupaka n pemberia n (kenang-

kenanga n, penghargaa n, penghormatan). Hadia h adala h sesuatu yang diberika n seseorang kepada 

orang lai n tanpa mengharapka n suatu bantua n dari orang yang diberi.  

Hadia h sebagai sebua h akad, memiliki tiga ruku n beserta syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

pertama, adanya al-aqida n yaitu piha k pemberi hadia h (al-muhdi) da n piha k yang diberi hadia h 

(al-muhda ilayh). Al-muhdi harusla h orang yang laya k melakuka n tasharruf, pemili k harta yang 

dihadiahka n da n tida k dipaksa. Kedua, adanya ijab da n qabu l. Ketiga adala h harta yang 

dihadiahka n.2 

Prakte k pemberia n hadia h pada dasarnya dianjurka n yaitu ketika digunaka n kepada hal-ha l 

yang bersifat positif karena itu adala h sala h satu bentu k penghargaa n kepada orang lai n. Aka n 

tetapi, Ketika hadia h tersebut digunaka n kepada hal-ha l yang kurang bai k maka itu adala h 

tindakan-tindaka n yang dapat merugika n orang lai n atau hal-ha l yang dilarang agama.  

Pemberia n hadia h sesungguhnya adala h suatu perbuata n yang tida k melanggar syariat. Aka n 

tetapi dala m ha l ini perlu untu k melihat kriteria atau indikator prakte k pemberia n hadia h yang 

tida k tergolong kepada sesuatu yang melanggar syariat. Misalnya pemberia n yang bisa bermakna 

penyuapa n. karena perbedaa n hadia h da n sua p sangatla h tipis, perbedaannya terleta k pada 

                                                 
1 Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bandung: Fokus Media, 2011), 

hlm. 251. 
2 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.201. 
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indikator-indikator yang menandaka n bahwa ha l itu adala h hadia h atauka h pemberia n itu 

bermakna sua p. Sala h satu indikatornya adala h, waktu pemberia n hadia h tersebut, yaitu Ketika 

hadia h tersebut diberika n setela h melihat apa yang tela h dilakuka n ole h orang yang diberi hadia h, 

yaitu perasaa n bangga da n kagu m, ha l ini adala h hadia h yang sesungguhnya. Aka n tetapi ketika 

hadia h tersebut diberika n denga n maksud untu k mempermuda h jalannya untu k merai h apa yang 

diinginka n (jala n pintas) maka ada kemungkina n ha l itu merupaka n sala h satu bentu k sua p. Ole h 

karena itu, masyarakat harus lebi h cerdas melihat hal-ha l yang semaca m itu.  

Pemberia n hadia h dala m pemiliha n kepala desa diangga p lumra h karena banya k orang yang 

melakukannya, mulai dari lingku p perkotaa n, pemerintaha n, hingga dikalanga n masyarakat 

pedesaa n. Saat ini banya k orang yang melakuka n ha l tersebut demi kelancara n atau kepentinga n 

pribadi da n bersika p tida k peduli denga n perbuata n tersebut. Bahka n masyarakat mengangga p 

pemberia n hadia h adala h ha l yang sah-sa h saja untu k dilakuka n. Di bolehka n mengambi l 

pemberia n selama pemberia n yang diberika n karena Alla h SWT. Pemberia n hadia h murni tanpa 

imbala n. Buka n untu k maksud yang lai n. Namu n, jika dala m pemberia n hadia h tersebut memiliki 

tujua n tertentu maka ha l tersebut tida k diperbolehka n. 

B. Pembahasan 

1. Pengertian Pemberian Hadiah  

Hadia h adala h pemberia n yang berbentu k uang, barang, jasa da n lain-lai n yang dilakuka n 

tanpa ada kompensasi bali k seperti yang terjadi dala m perdaganga n, walaupu n dimungkinka n 

pemberia n hadia h mengharapka n adanya timba l bali k, ataupu n dala m bentu k nama bai k atau 

kekuasaa n. Dala m hubunga n manusia, Tindaka n pertukara n hadia h berpera n dala m 

meningkatka n kedekata n sosia l.3   

Istila h hadia h dapat dikembangka n untu k menjelaska n apa saja yang membuat orang lai n 

merasa lebi h bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaika n, termasu k 

memaafka n (walaupu n orang yang diberi tida k baik). Maksud dari pemberia n hadia h antara lain: 

a. Pernyataa n cinta atau persahabata n. 

b. Pernyataa n terimakasi h untu k hadia h yang diterima sebelumnya. 

c. Perasaa n kasiha n dala m bentu k ama l. 

d. Pernyataa n kebersamaa n, dala m bentu k bantua n bersama. 

e. Membagi harta yang dimiliki. 

                                                 
3 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 83. 
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f. Menolong yang ditimpa kemalanga n. 

g. Kebiasaa n, pada keadaa n (biasanya perayaan) seperti, ulang tahu n, hari raya, da n 

lainnya. 

 

2. Syarat dan Unsur Pemberian Hadiah 

Ruku n merupaka n sesuatu yang harus di penuhi untu k sahnya suatu pekerjaa n, sedangka n 

syarat adala h ketentua n (peratura n, petunjuk) yang harus diindahka n da n dilakuka n.  

Perbedaa n antara ruku n da n syarat menurut ulama ushu l fiqi h, bahwa ruku n merupaka n sifat 

yang kepadanya tergantung keberadaa n huku m da n ia termasu k dala m huku m itu sendiri, 

sedangka n syarat merupaka n sifat yang kepadanya tergantung keberadaa n huku m, tetapi ia berada 

di luar huku m itu sendiri. 

Para ulama sepakat mengataka n bahwa hiba h da n hadia h mempunyai ruku n da n syarat yang 

harus dipenuhi, sehingga dapat diangga p sa h da n berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,4 ruku n 

hiba h ada tiga: pemberi hadia h (al-wahib), penerima hadia h (al-mauhublahu), perbuata n hiba h. 

Ha l serupa dikemukaka n ole h Abd al-Rahma n al-Jaziri,5 bahwa ruku n hiba h ada tiga macam: 

‘Aqidai n (orang yang memberika n da n orang yang diberi) atau wahib da n mauhub la h, mauhub 

(barang yang diberikan) yaitu harta, ijab da n qabu l. 

Sedangka n hadia h sebagai sebua h akad, memiliki tiga ruku n beserta syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu: 

Pertama, adanya al-‘aqida n yaitu piha k pemberi hadia h (al-muhdi) da n piha k yang diberi 

hadia h (al-muhda ilayh). Al-Muhdi harusla h orang yang laya k melakuka n tasharruf, pemili k harta 

yang dihadiahka n da n tida k dipaksa. Al-Muhda ilay h disyaratka n harus benar-benar ada saat akad. 

Tida k harus orang yang laya k melakuka n tasharruf saat akad hadia h itu. Jika al-muhda ilay h 

masi h keci l atau gila maka penerimaa n hadia h diwakili ole h wali atau mushi-nya.  

Kedua, adanya ijab da n qabu l. Hanya saja, dala m ha l ini tida k harus dala m bentu k redaksi 

(shighat) lafzhiya h. Ha l itu karena pada masa Nabi Saw. Hadia h dikirimka n kepada beliau da n 

beliau menerimanya, juga beliau mengirimka n hadia h tanpa redaksi lafzhiya h. Fakta seperti itu 

menjadi fakta umu m pada masa itu da n setelahnya. 

                                                 
4 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm.346. 
5 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III, 210 
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Akad hadia h merupaka n al-‘aqd al-munjiz, yaitu tida k bole h berupa al-aqd al-mu’alaq (akad 

yang disandarka n pada waktu yang aka n datang). Conto h al-‘aqd al-mu’alaq, jika seseorang 

berkata “saya menghadiahka n satu juta kepada anda mulai bula n depa n.” Akad ini juga tida k sa h. 

Sebagai al-‘aqd al-munjiz, implikasi akad hadia h itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya 

da n terjadi al-qabd h. Artinya, al-muhda (hadiah) itu tela h sa h dimiliki ole h orang yang diberi 

hadia h.  

Ketiga, harta yang dihadiahka n (al-muhda). Al-muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratka n 

harus jelas (ma’lum), harus mili k al-muhdi (pemberi hadiah), hala l diperjualbelika n da n berada 

di tanga n al-muhdi atau bisa di terima saat akad. Menurut Ima m Syafi’i da n banya k ulama 

Syafi’iya h, barang itu harusla h barang bergera k, yaitu harus bisa dipindahka n dari satu tempat ke 

tempat yang lai n. Ha l itu karena seperti yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad Saw, 

disamping tida k ada riwayat yang menjelaska n adanya hadia h berupa ruma h, tana h, da n 

sebagainya itu pada masa Nabi Muhammad Saw. da n para sahabat. 

Disamping ketiga ruku n itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadia h itu sempurna, 

yaitu harus adaal-qabd h (sera h terima), yakni secara jelas harus ada penyeraha n al-muhda kepada 

al-muhda ilay h. Jika tida k ada ijab qabu l secara lafzhiya h akad adanya al-qabd h ini suda h 

diangga p cuku p menunjukka n adanya pemindaha n pemiliha n itu. Penyeraha n harta itu diangga p 

merupaka n ijab da n penerimaa n hadia h ole h al-muhda ilay h merupaka n qabulnya. Untu k barang 

yang standarnya denga n dihitung, ditakar atau ditimbang (al-ma’dud wa al-maki l wa al-mawzun) 

maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimaka n. Adapu n harta selai n al-ma’dud wa al-

mawzu n seperti pakaia n, hewa n, kendaraa n, barang elektroni k, da n sebagainya maka yang 

penting ada penyeraha n pemilika n atas barang itu kepada al-muhda ilay h da n qabdh-nya cuku p 

denga n menggesernya atau jika hewa n denga n melangkahkannya, atau semisalnya. 

3. Tujuan Pemberian Hadiah 

Berdasarka n uraia n yang tertera dala m latar belakang, prakte k pemberia n hadia h pada 

dasarnya merupaka n suatu tindaka n yang dianjurka n ole h agama isla m, karena denga n prakte k 

pemberia n hadia h dapat menimbulka n rasa kasi h sayang sesama manusia. 

Saling memberi hadia h adala h cara yang lazi m dala m mengeratka n interaksi maupu n 

berbagai ikata n antar manusia. Rasa cinta seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada 

anaknya, maupu n sebaliknya diantaranya diungkapka n denga n memberi hadia h. Eratnya 

persahabata n da n persaudaraa n juga diekspresika n denga n memberi hadia h. Demikia n pula 
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penghargaa n terhada p sebua h capaia n prestasi ataupu n untu k pengakua n kualitas seseorang 

ditunjuka n denga n memberi hadia h. 

Hadia h juga sering digunaka n untu k melicinka n suatu urusa n tertentu. Misalnya untu k 

kemudaha n menempu h birokrasi urusa n tertentu, seseorang harus memberika n hadia h. Karena itu 

banya k orang yang menyusahka n orang lai n denga n hadia h. Sebagaimana ha l nya banya k yang 

zhali m denga n hadia h. Denga n demikia n, hadia h seola h menampilka n dua waja h yang 

berlawana n, bai k da n buru k. 

4. Pengertian Pemilihan Kepala Desa 

Pemiliha n kepala desa atau pilkades adala h sebua h kata suda h tida k asing lagi da n 

diperbicangka n ole h sebagia n besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaa n di masa 

demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-piha k yang berkecimpung dala m dunia politi k apapu n 

praktisi politi k. Pemiliha n kepala desa erat kaitannya denga n kehidupa n pemrintaha n desa yang 

nantinya berpera n sebagai motor penggera k bagi kesejahteraa n masyarakatnya. Pemerinta h desa 

sendiri merupaka n struktur yang paling bawa h dala m siste m pemerintaha n nasiona l. 

Pemerintaha n desa mempunyai kedekata n denga n masyarakat dari sebagai lapisa n, golonga n, 

kepentinga n da n berbagai persoala n dala m masyarakat. Ha l ini menujuka n bahwa jika 

pemerintaha n desa berfungsi bai k, maka sangat memberika n pengaru h signifika n terhada p 

kemajua n berbagai bidang dala m masyarakat. 

Pelaksanaa n pilkades dala m konse p demokrasi merupaka n pemilu langsung di Indonesia 

yang diartika n sebagai “pemerintaha n dari rakyat, ole h rakyat da n untu k rakyat”, dala m konteks 

implementasi maupu n implikasi pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakua n terhada p 

keanekaragama n, sika p politi k partisipatif masyarakat dala m bingkai demokrasi di tingkat desa. 

Ha l ini juga meruju k pada UU pemerintaha n daera h No. 32/2004 yang mengakui 

penyelenggaraa n pemerintaha n desa sebagai sub siste m dari siste m penyelenggaraa n 

pemerintaha n, di mana desa berha k da n memiliki kewenanga n untu k mengatur da n mengurus 

“ruma h tangga” desanya. 

Permendagri No. 112 Tahu n 2014 tentang pemiliha n Kepala Desa untu k dapat mengisi 

kekosonga n posisi Kepala Desa sekaligus dala m rangka implentasi Undang-Undang Desa.6 

Denga n terbitnya permendagri tentang pemiliha n kepala desa ini aka n menjadi dasar huku m 

                                                 
6 Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik (Malang: Setara Press, 2011), hlm.73. 
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pemerinta h daera h kabupaten/kota untu k dapat melakuka n pemiliha n Kepala Desa didaerahnya 

secara berbarenga n ataupu n bergelombang. 

5. Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa 

Syarat-syarat pemiliha n kepala desa, terdapat dala m Undang-Undang Republi k Indonesia 

Nomor 6 Tahu n 2014.7  yaitu: 

a Calo n kepala desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut: 

▪ Pendudu k warga negara Republi k Indonesia. 

▪ Bertaqwa kepada Tuha n yang Maha Esa. 

▪ Memegang tegu h da n mengamalka n Pancasila, melaksanaka n Undang-Undang 

Dasar Negara Republi k Indonesia Tahu n 1945, serta mempertahanka n da n 

memelihara keutuha n Negara Kesatua n Republi k Indonesia da n Bhineka Tungga l 

Ika. 

▪ Berpendidika n paling renda h tamat sekola h menenga h pertama atau sederajat. 

▪ Berusia paling renda h 25 (dua pulu h lima) tahu n pada saat mendaftar. 

b Kelengkapa n persyarata n sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

c Pegawai negeri sipi l yang aka n mencalonka n diri dala m pemiliha n kepala desa harus 

mendapatka n izi n tertulis dari pejabat pembina kepegawaia n. 

d Anggota TNI/POLRI, karyawa n bada n usaha mili k negara/ bada n usaha mili k daera h, 

yang aka n mencalonka n diri dala m pemiliha n kepala desa harus mendapatka n izi n 

tertulis dari pejabat yang berwenang. 

e Kepala desa da n perangkat desa yang aka n mencalonka n diri dala m pemiliha n kepala 

desa harus memberitahuka n secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. 

6. Tujuan Pemilihan Kepala Desa 

Kepala Desa merupaka n sebua h sebuta n pemimpi n desa di Indonesia. Kepala Desa 

merupaka n pemimpi n tertinggi dari pemerintaha n desa. Pemiliha n kepala desa merupaka n pesta 

demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi denga n memberika n suara untu k 

memili h calo n kepala desa yang bertanggung jawab da n dapat mengembangka n desa tersebut. 

Ole h karena itu, pemiliha n kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraa n 

pemerintaha n desa. 

                                                 
7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Demokrasi dala m konteks pemiliha n kepala desa dapat dipahami sebagai pengakua n da n 

keanekaragama n serta sika p politi k partisipasi dari masyarakat dala m bingkai demokratisasi. 

a. Undang-Undang Republi k Indonesia Nomor 32 Tahu n 2004 Tentang Pemerintaha n 

Daera h terdapat pada Pasa l 82 ayat (1) da n (2) yang menyebutka n. 

1) Pasanga n calo n dan/atau ti m kampanye dilarang menjanjika n dan/atau 

memberika n uang atau materi lainnya untu k mempengaruhi pemili h. 

2) Pasanga n calo n dan/atau ti m kampanye yang terbukti melakuka n pelanggara n 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarka n putusa n pengadila n yang tela h 

mempunyai kekuata n huku m teta p dikenai sanksi pembatala n sebagai pasanga n 

calo n ole h DPRD. 

b. Peratura n Pemerinta h Republi k Indonesia Nomor 72 Tahu n 2005 tentang Desa 

terdapat pada bagia n keempat tentang Pemiliha n Kepala Desa. 

Pasa l 42 

1) BPD memberitahuka n kepada Kepala Desa mengenai aka n berakhirnya masa 

jabata n kepala desa secara tertulis 6 (enam) bula n sebelu m berakhir masa jabata n. 

2) BPD memproses pemiliha n kepala desa, paling lama 4 (empat) bula n sebelu m 

berakhirnya masa jabata n kepala desa. 

7. Pendapat Ulama Tentang Pemberian Hadiah 

Ima m Nawawi berkata: “Hiba h, hadia h da n shadaqa h suka rela adala h kata-kata yang saling 

berdekata n yang semuanya menunjuka n makna yaitu menjadika n orang lai n memiliki sesuatu 

tanpa adanya ganti harga (kompensasi). Jika hanya bertujua n mendekatka n diri kepada Alla h 

denga n memberika n sesuatu kepada seseorang yang membutuhka n, maka Namanya adala h 

shadaqa h. Jika memberika n sesuatu kepada seseorang karena untu k memberika n penghormata n 

kepadanya da n menumbuhka n kecintaa n maka namanya adala h hadia h. Da n jika tida k demikia n 

maka namanya hibah”.8 

Dala m sebua h peristiwa, Nabi saw. perna h diberi hadia h ole h al-Sa’ab ib n Jusama al-Laisi 

lalu Nabi menolaknya. Penolaka n tersebut membuat al-Sa’ab tida k senang kemudia n Nabi 

                                                 
8 Ibid,  
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menjelaska n alasa n penolakannya yaitu karena Nabi sedang melaksanaka n ihra m denga n 

mengataka n (kami buka n menola k pemberianmu aka n tetapi kami sedang ihram).9 

Berdasarka n penjelasa n di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw. menganjurka n 

bahka n memerintahka n untu k memberika n hadia h karena sangat berguna dala m membangu n 

komunikasi da n persaudaraa n, da n Nabi Muhammad Saw. tida k perna h menola k hadia h dari 

siapapu n kecuali karena alasan-alasa n tertentu. Alasan-alasa n itu seperti yang dialami Nabi 

Sulaima n yang mengangga p pemberia n itu mengandung maksud lai n yaitu sua p. 

Siyasah Syar’iyyah Tentang Pemberian Hadiah Pemilihan Kepala Desa 

Dala m politi k isla m, politi k itu identi k denga n siyasa h, yang secara Bahasa artinya mengatur. 

Kata ini diambi l dari kata “sasa-yasusu”, yang berarti mengemudika n, mengendalika n, mengatur 

da n sebagainya.10 Al-Qaradhawy dala m bukunya A l Siyasa h a l Sya’iyya h menyebutka n dua 

bentu k makna siyasa h menurut ulama, yaitu arti umu m arti khusus. Secara umu m siyasa h berarti 

pengatura n berbagai urusa n manusia denga n syari’at agama isla m. Secara khusus siyasa h 

bermakna kebijaka n da n atura n yang dikeluarka n ole h pengusaha guna mengatasi suatu mafsadat 

yang timbu l atau sebagai solusi bagi suatu keadaa n tertentu.11 

Ahmad Fathi Bahansi merumuska n bahwa siyasa h syar’iyya h adala h pengatura n 

kemaslahata n umat manusia sesuai denga n tuntuta n syara.12 Sementara para fuqaha, sebagaimana 

di kuti p khallaf, mendefinisika n siyasa h syar’iyya h sebagai kewenanga n penguasa/pemerinta h 

untu k melakuka n kebijakan-kebijaka n politi k yang mengacu kepada kemaslahata n melalui 

peratura n yang tida k bertentanga n denga n dasar-dasar agama, walaupu n tida k terdapat dali l yang 

khusus untu k ha l itu. 

Isla m adala h agama yang menjaga keberlangsunga n eksistensi kehidupa n manusia. 

Risalahnya meliputi semua zama n da n mencaku p segala aspek/bidang kehidupa n, kapanpu n da n 

di manapu n. Ha l ini tercermi n dala m firma n Alla h dala m QS. al-An’am/6: 38 

                                                 
9 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju’fiy al-Bukhariy, al-Jamil al-Sahih-Sahih Imam 

al-Bukhariy, Dar Tauq al-Najah, 1422 H), Juz. II, hlm. 917 
10 Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, Lisaan Al Arab, vol. Jilid 7 (Dar al Shadir, 2003), hlm.34. 
11 Akram Kassab, “Al Siyasah Al Syar’iyyah, Mabadi’ Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir’,” t.t., Makalah Jurnal 

Online Internasional Union for Muslem Scholars, (IUMSI). 
12 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 

2017), hlm. 1. 



Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 2, Nomor 2, 2022 

ٓ امَُمٌ امَْثاَلُكُمْ مَۗا فَ رَّطْنَا فِِ الْ  رٍ يَّطِيُْْ بَِِنَاحَيْهِ اِلَّْ ىِٕ
ۤ
كِت بِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِِ الَْْرْضِ وَلَْ ط 

  رَبِِِّمْ يُُْشَرُوْنَ ثَُُّ اِل  
Terjemahnya: Tidakla h bintang-bintang yang ada di bumi da n burung-burung yang 

terbang denga n kedua sayapnya, melainka n umat (juga) seperti kamu. Tidakla h kami alpaka n 

sesuatu dala m Al-Kitab, kemudia n kepada Tuhanla h mereka dihimpunkan”.13 

Sebagaimana tela h disampaika n dala m uraia n terdahulu bahwa politi k uang sama denga n 

sua p menyua p atau risywa h. Sedangka n mengenai perbuata n sua p menyua p ini, larangannya 

tela h diturunka n seja k awa l kenabia n Muhammad Saw. Pengatura n mengenai laranga n untu k 

melakuka n perbuata n sua p menyua p itu sendiri diturunka n Alla h Swt. Bersamaa n denga n 

laranga n untu k melakuka n prakti k penyembaha n terhada p berhala, lebi h dahulu dari pada 

perinta h melaksanaka n shalat lima waktu. Ha l ini menunjukka n betapa perbuata n tersebut adala h 

perbuata n yang harus dijauhi karena dapat menyebabka n ketidakadila n, da n mewujudka n suasana 

ketidakpantasa n. 

C. Kesimpulan 

Secara umu m siyasa h berarti pengatura n berbagai urusa n manusia denga n syari’at agama 

isla m. Secara khusus siyasa h bermakna kebijaka n da n atura n yang dikeluarka n ole h pengusaha 

guna mengatasi suatu mafsadat yang timbu l atau sebagai solusi bagi suatu keadaa n tertentu. 

Dalam perspektif Huku m Isla m tindaka n pemberia n hadia h sama denga n sua p menyua p atau 

risywa h. Sedangka n mengenai perbuata n sua p menyua p ini, larangannya tela h diturunka n seja k 

awa l kenabia n Muhammad Saw. Pengatura n mengenai laranga n untu k melakuka n perbuata n 

sua p menyua p itu sendiri diturunka n Alla h Swt. bersamaa n denga n laranga n melakuka n prakti k 

penyembaha n terhada p berhala, lebi h dahulu dari pada perinta h melaksanaka n salat lima waktu. 

Ha l ini menunjukka n betapa perbuata n tersebut adala h perbuata n yang harus dijauhi karena 

dapat menyebabka n ketidakadila n, da n mewujudka n suasana ketidakpantasa n. Maka dapatla h 

dikataka n bahwa huku m mengonsumsi da n menggunaka n hasi l politi k uang yang diqiyaska n 

denga n sua p menyua p ini terdapat sejumla h landasa n dasarnya dala m Alqura n diantaranya 

adala h Al-Qur’a n sura h Al-baqara h ayat 188. 

                                                 
13Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, 132 
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